Pedoman Administratif dalam Meningkatkan K esetaraan Rasial

1. PENDAHULUAN

1.1 Pedoman ini menyediakan petunjuk umum bag tarkait,

departemen dan otoritas publik lainnya (secarakkiblgelanjutnya disebut
sebagai “otoritas publik yang relevan”), sebagaiantarcantum di alinea
1.5, guna meningkatkan kesetaraan rasial dan miarashakses yang
sama ke layanan umum dalam bidang-bidang pentimigaite dan

mempertimbangkan hal ini dalam perumusan, penerajzam tinjauan
kebijakan dan tindakan-tindakan yang relevan. i@srpublik yang

relevan harus mengambil tindakan yang tepat untuknerapkan
Pedoman ini.

K ebijakan Pemerintah Mengenai K esetaraan Rasial

1.2 Pemerintah berkomitmen menghapus diskrimiresial dan
meningkatkan  kesetaraan  kesempatan bagi etnis itamor
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Hak Asasi Mani#ong
Kong (HKBORO) (Bab. 383) dan Undang-Undang Disknasi Ras
(RDO) (Bab. 602) menyediakan kerangka hukum yandaraag
diskriminasi atas dasar ras (liheampiran tentang tinjauan umum
mengenai ketentuan yang relevan dengan penyedcagandn umum).

1.3 Selain kepatuhan pada kewajiban hukum, Petabrijuga

telah mengambil tindakan dalam meningkatkan kesatarasial guna
memastikan bahwa orang yang berbeda ras memilgasaitang sama ke,
dan mendapatkan manfaat dari, sumber daya dan gat@amyang tersedia
di masyarakat. Hal ini dicapai melalui kegiatamgidikan umum dan
promosi, dan dengan memperkuat layanan dukungarebag minoritas.

Diperkenalkannya Pedoman Administratif tersebut upakan tindak

lanjut dari tujuan ini.

Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman

1.4 Pedoman ini menyediakan petunjuk bagi otorgablik

yang relevan sehingga mereka akan menggunakanejgraiing baik
dalam mempertimbangkan peningkatan kesetaraan ssepagai suatu
dimensi utuh dalam perumusan, penerapan dan peagksgrhadap
kebijakan dan tindakan yang relevan. Mereka jugai$i mengambil



tindakan yang tepat dan inisiatif untuk memenuhjudan dengan
mempertimbangkan situasi mereka yang relevan.

1.5 Pedoman tersebut mencakup layanan umum pewang

khususnya relevan dengan pemenuhan kebutuhan khesois

minoritas dan memfasilitasi integrasi mereka keaoalmasyarakat,
yaitu, medis, pendidikan, pelatihan kejuruan, ketgkerjaan dan
layanan masyarakat utama. Otoritas publik yangvaal yaitu Biro
Pendidikan, Biro Kesehatan dan Makanan, Departeiesehatan,
Departemen Tenaga Kerja, Departemen KesejahteraasialS
Departemen Dalam Negeri, Otoritas Rumah Sakit, DeWwalatihan
Kejuruan, Badan Pelatihan Kembali Pekerja, Dewandustri

Konstruksi, Kantor Kepala Pejabat Informasi Pentahn Otoritas
Perizinan Pertelevisian dan Hiburan, Kantor Otarif@lekomunikasi
dan Komisi Inovasi dan Teknologi. Pemerintah akamus mengkaji
ulang ruang lingkup Pedoman.

1.6 Petunjuk untuk meningkatkan kesetaraan ralsiam bidang
ketenagakerjaan ditetapkan dalam Kode Etik Ketekemgaan

berdasarkan RDO, vyang diterbitkan oleh Komisi Pmaesan

Kesempatan (EOC). Otoritas publik yang relevarulanerujuk pada
Undang-Undang tersebut sebagai petunjuk dalam atapakerjaan.

K oordinasi

1.7 Constitutional and Mainland Affairs Bureau -ME&B
bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memelitiajaguan umum
mengenai penerapan Pedoman dalam Pemerintahan asebagtu
keseluruhan, termasuk pemantauan penerapan Pedoman,
mengumpulkan informasi yang relevan dan mempubklaasinformasi
tersebut ke masyarakat. Otoritas publik yang mabewertanggung
jawab menerapkan Pedoman tersebut dalam kebijakan kiddang
program mereka masing-masing.



2. PRINSIP DASAR

2.1 Prinsip dasar yang mengatur usaha otoritasikpylang
relevan dalam meningkatkan kesetaraan rasial adalah

(@) harus diambil tindakan-tindakan dalam menghapus
diskriminasi rasial yang timbul akibat kebijakan nda
tindakan dari otoritas publik yang relevan; dan

(b) akses yang sama ke layanan umum untuk etnigritas
harus dipertimbangkan selama perumusan, peneragan d
pengkajian kebijakan dan tindakan yang relevan.

2.2 Prinsip-prinsip ini saling melengkapi. Sebagantoh,

kesadaran mengenai faktor kesetaraan rasial dagenyediaan layanan
umum dapat membantu otoritas publik terkait mendarn tindakan

yang dapat menyebabkan diskriminasi rasial.

2.3 Pedoman tersebut menyediakan cara-cara sisseurduk

meningkatkan  kesadaran mengenai prinsip-prinsip  imian

memfasilitasi otoritas publik yang relevan dalamneepai sasaran
kebijakan.

2.4 Pasal 3 dan 4 masing-masing menguraikan pHmsnsip
Pedoman di atas. Pasal 5 menyediakan petunjuk enanggebutuhan
pelatihan untuk mencapai tujuan. Pasal 6 menganaikekanisme
pelatihan mengenai penerapan Pedoman.



3. KEPATUHAN PADA PERSYARATAN HUKUM
KESETARAAN RASIAL

Kerangka Hukum

3.1 Pemerintah memiliki kewajiban menurut Undangdbing
Dasar Basic Lawy dan HKBORO untuk melarang segala bentuk
diskriminasi, termasuk yang didasarkan pada ras.

3.2 Ayat 25 Undang-Undang Dasar menetapkan balSeantia
warga Hong Kong adalah setara di hadapan hukum”.yat A26

Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil @atitik (ICCPR)

secara senada menetapkan bahwa “Semua orang asefata di
hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukumg sama tanpa
diskriminasi”. Undang-Undang Dasar menetapkan [@alketentuan
dari ICCPR yang diterapkan di Hong Kong akan tebaplaku, dan
ketentuan-ketentuan itu diterapkan secara lokabhwidh HKBORO.

Tindakan diskriminasi rasial oleh otoritas publiang bertentangan
dengan HKBORO dapat dituntut di Pengadilan.

3.3 RDO secara rinci menetapkan hal-hal apa sa&agy
merupakan diskriminasi rasial yang melanggar hukumRDO

menetapkan bahwa melakukan diskriminasi berdasanken pada
bidang-bidang tertentu, mencakup ketenagakerjaaendidikan,

penyediaan barang, fasilitas, layanan, gedung dagkungannya
merupakan pelanggaran hukum. Melakukan pelecelemhadap
orang lain secara rasial (yaitu melakukan tindakamg tidak senonoh,
pada situasi dimana orang pada umumnya akan memgak bahwa
perilaku tersebut akan membuat orang lain tersingguerhina atau
terintimidasi) dalam bidang-bidang ini juga melaaggukum.

3.4 EOC merupakan otoritas penegak RDO. EOC diber
kepercayaan berdasarkan RDO dengan fungsi dan leagan untuk
bekerja menghapus diskriminasi dan meningkatkan etkesan
kesempatan dan harmoni antara orang-orang darmjpak rasial yang
berbeda. Dalam hubungan diskriminasi rasial, kbomismempunyai
kewenangan untuk menangani keluhan pada tindakag geelanggar
hukum, melakukan konsiliasi dan menyediakan bantyamg sesuai
dibawah pasal 78 dan 79 dari RDO; melakukan ingasti resmi
dibawah pasal 64 dari RDO; dan memperoleh infornyasig sesuai



dengan pasal 66 dari RDO. EOC dapat membuat rekdase untuk
perubahan kebijakan dan prosedur bagi otoritas ilpubhtau
rekomendasi bagi Menteri Utama Pemerintah@hi¢f Secretary for
Administratior) mengenai perubahan dalam perundangan atau
sebaliknya, berdasarkan hasil temuan investigasnirgya.

Kepatuhan terhadap Persyaratan Hukum

3.5 Pemerintah bertanggung jawab dalam memastkdnwa
tidak ada diskriminasi rasial akan terjadi dalamrupgusan dan
penerapan kebijakan mereka dan tindakan yang sedeagan
ketentuan hukum yang relevan. Otoritas publik yaelgvan harus
mempertimbangkan tindakan-tindakan sesuai guna raertubpetugas
mereka dalam mendapatkan pemahaman yang tepat nange
kewajiban tersebut, serta peran dan wewenang EQGQ ngevan.

3.6 Harus ditekankan bahwa tujuan dari Pedomaradalah
menetapkan praktek yang baik bagi badan-badan ugang relevan
untuk meningkatkan kesetaraan rasial dalam bidadgrlg layanan
penting dan untuk membantu meningkatkan kesaddmam pentingnya
kesetaraan rasial. Otoritas publik yang relevamus©amengambil
tindakan secara terpisah untuk memastikan kepatutexhadap
persyaratan hukum dibawah RDO. Jika mereka menpkktanyaan
tentang penerapan RDO, mereka dapat meminta nasdhat
Departemen Kehakiman atau EOC.



4. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN TINDAKAN
Tinjauan

4.1 Disamping kepatuhan terhadap persyaratan huktoritas
publik yang relevan harus mempertimbangkan kebutulkepekaan
dan keprihatinan kelompok rasial yang berbeda ddlanbagai tahap
perumusan dan menerapkan kebijakan dan tindakag ngdevan guna
memastikan bahwa orang-orang dari ras berbeda mkemkses yang
sama ke layanan umum.

Tindakan-Tindakan Penting

4.2 Otoritas publik yang relevan harus mempertingian
untuk mengambil tindakan-tindakan berikut ini tetkadengan
kebijakan dan tindakan yang ada dan yang baru wkiak:

(a) mengidentifikasi kebijakan dan tindakan yangkaé
dengan layanan umum penting yang paling relevamgaken
kebutuhan etnis minoritas;

(b) melakukan penilaian apakah dan sejauh manag&hijakan

dan tindakan ini semua dapat mempengaruhi kesetaraa

rasial atau penyediaan akses yang sama ke layanamu
penting, dan berkonsultasi dengan pemegang sahag ya
relevan sesuai proses tersebut;

(c) mempertimbangkan apakah setiap perubahan taphad

kebijakan dan tindakan yang ada atau yang diusulkan
diperlukan, dan mengambil tindakan untuk mengadopsi

perubahan tersebut;
(d) memantau penerapan perubahan tersebut; dan

(e) mengkaji kebijakan dan tindakan terkait darikimake
waktu.

4.3 Pasal berikut menjelaskan tahap-tahapnya seoaui.

(1) Kebijakan dan Tindakan yang Relevan

4.4 Dalam mengidentifikasi kebijakan dan tindakgang



relevan, otoritas publik yang relevan harus membperhatian khusus
kepada orang-orang yang:

(a) dapat mempengaruhi kelompok rasial yang berlokdiam
cara yang berbeda,;

(b) mencakup layanan umum penting bagi etnis miasridan

(c) dapat menimbulkan keprihatinan mengenai diskrasi
rasial.

(1)  Penilaian dan Konsultasi

4.5 Untuk penilaian apakah kebijakan dan tindaldapat
mempengaruhi kesetaraan rasial atau penyediaars gksegy sama ke
layanan umum penting, faktor-faktor berikut harysedtimbangkan:

(a) bagaimana kelompok rasial yang berbeda terkena alamp
kebijakan atau tindakan;

(b) apakah kebijakan atau tindakan menguntungkan etnis
minoritas atau apakah memiliki dampak buruk teripada
kesetaraan rasial. Sebagai contoh, apakah hal itu
merugikan sejumlah kelompok rasial, baik secargsang
maupun tidak langsung; dan

(c) apakah kebijakan atau tindakan tersebut memenuhi
kebutuhan etnis minoritas.

4.6 Otoritas publik yang relevan harus mempertimgkan
tindakan yang sesuai guna memfasilitas penilaiafindakan-tindakan
ini dapat mencakup pengumpulan informasi dan silety@ng relevan,
konsultasi dengan pemegang saham yang relevan iddakan lain
yang sesuai.

4.7 Secara umum, otoritas publik yang relevan yerl
mempertimbangkan organisasi, pihak dan/atau individana yang
perlu dimintai konsultasi secara spesifik tentasugisu tertentu. Jika
etnis minoritas kemungkinan akan terkena dampakmyaka harus
dilakukan penanganan khusus dalam mendapatkan pgadadari
orang yang dapat mengapresiasi isu tersebut sefawmgkin dari
perspektif mereka.



(111  Mempertimbangkan Perubahan

4.8 Jika penilaian menunjukkan bahwa kebijakan tileslakan
memang dapat memiliki dampak yang merugikan bagetegaan ras
atau akses yang sama ke layanan umum, otoritaskpydonhg relevan
harus mempertimbangkan apakah dan bagaimana pembakan
dilakukan terhadap kebijakan dan tindakan tersebu®ertanyaan
berikut mungkin relevan:

(a) apa yang menyebabkan timbulnya dampak yang memgika
dan bagaimana cara mengatasinya;

(b) tindakan apa yang dapat diambil guna menghindamipadk
yang merugikan tersebut; dan

(c) apakah dan apa saja kebijakan alternatif atau kenda
lewat pertanyaan yang tersedia guna mencapai sasara
kebijakan.

(1V) Menerapkan dan Memantau Perubahan

4.9 Untuk perubahan yang diidentifikasi dalam papan,
otoritas publik yang relevan harus tetap mempekhati kemajuan
penerapan, termasuk dampak dari perubahan tersghog menilai
apakah mereka telah mencapai hasil yang dimaksudkan

4.10 Otoritas publik yang relevan harus memperéngkan

tindakan yang tepat untuk meningkatkan transpardatam hal ini.

Salah satu sarana untuk mencapai tujuan ini addalgan menyusun
dan mempublikasikan suatu daftar tindakan yang aksmbantu

meningkatkan kesetaraan rasial dan akses yang lsathaganan umum
penting. Daftar periksa ini dapat mencakup unswsuu seperti:

(a) kebijakan dan tindakan yang relevan terhadagetkeaan
rasial serta akses yang sama ke layanan umum;

(b) perubahan yang dilakukan atau direncanakan adegh
kebijakan dan tindakan yang ada atau yang barkudiém;

(c) tindakan yang dilakukan untuk menerapkan pdraba
tersebut; dan



(d) pengaturan untuk memantau kemajuan penerapan.

4.11 Guna memfasilitasi penilaian oleh umum, daésripublik
yang relevan harus menetapkan indikator dan/atagetayang sesuai.
Indikator dan sasaran yang ingin diatur tersebutih®ertujuan untuk
mencapai satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikiit

(@) meningkatkan tindakan untuk menghapus diskriminasial
yang melanggar hukum;

(b) meningkatkan tindakan untuk meningkatkan kesetaiasial;

(c) meningkatkan akses ke layanan umum oleh etnis itaspr
dan

(d) mengevaluasi dampak dari tindakan yang diambil.

(V) Data dan Publikasi

4.12 Otoritas publik yang relevan harus menyimpaatatan
penilaian dengan tepat dan dilakukan peningkatdvaga akibatnya.
Hal ini akan berguna untuk tujuan pemantauan dagkegian di masa
depan. Mereka juga harus mempertimbangkan peregatpublikasi
yang sesuai guna memfasilitasi publik dalam memahandakan
mereka yang dilakukan guna meningkatkan kesetasaal.
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5. PELATIHAN PETUGAS

5.1 Pelatihan petugas merupakan aspek pentinghdadaerapan
Pedoman. Otoritas publik yang relevan harus metmpgsngkan
menyediakan petunjuk dan pelatihan yang tepat goenfasilitasi
pemahaman terhadap Pedoman tersebut di antarpgiagas terkait.

5.2 Otoritas publik yang relevan harus mempertimgan
memberi pelatihan guna meningkatkan sensitivitas g@mahaman
petugas mengenai isu-isu terkait ras secara umemmasuk khususnya
apresiasi mereka terhadap perbedaan budaya dadakasamereka akan
kebutuhan khusus anggota etnis minoritas.

5.3 CMAB akan bekerja sama dengan EOC dan Lembaga
Pelatihan dan Pengembangan Layanan Sipil (CSTDI) daro
Layanan Sipil guna menyediakan pelatihan yang sdsagi petugas
otoritas publik yang relevan tentang sensitivitasial dan keragaman
budaya yang akan memfasilitasi pemahaman merekimnignRDO,
Pedoman, dan isu-isu yang relevan. Otoritas puplkg relevan
harus meningkatkan kehadiran petugas yang relevsasd pelatihan.

5.4 Otoritas publik yang relevan juga dapat mergimgi EOC
atau CSTDI yang sesuai untuk bantuan dalam menyysogram
pelatihan khusus dibuat bagi petugas mereka.

5.5 Berdasarkan informasi yang disediakan olehitaopublik

yang relevan, CMAB akan memfasilitasi pengaturanukinberbagi

pengalaman guna membawa manfaat secara keselurdagéam

meningkatkan kesetaraan rasial oleh Administrasaise keseluruhan
dengan belajar melalui pengalaman satu sama lain.
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6. PENERAPAN PEDOMAN

6.1 Otoritas publik yang relevan bertanggung jawab
menerapkan Pedoman dalam kebijakan/bidang programeka guna
meningkatkan kesetaraan rasial dan menjamin akseg yama ke
layanan umum pada bidang utama terkait. Merekaa jingrus
mempertimbangkan pengaturan yang memadai untuk kag@ng
kemajuan penerapan.

6.2 Otoritas publik yang relevan harus mempertingian

penyediaan sumber daya vyang diperlukan dalam mekana
tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesetaraan ialrasdan

memastikan akses yang sama ke layanan umum didutama terkait.
Dalam hal diperlukan sumber daya tambahan dan suuchpg tidak
dapat diserap oleh otoritas publik yang relevarmtipdangan harus
diberikan untuk penawaran penyediaan tambahan sudd@a sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan.

6.3 CMAB mengkoordinasi dan mengambil gambaran
mengenai penerapan Pedoman Administrasi secardukeisan. Ini
akan memonitor penerapan Pedoman dan mengumputkanmasi
yang relevan dari otoritas publik yang relevan, esgpdaftar yang
disusun dalam alinea 4.10. CMAB akan menyediakangprahan
singkat kepada Panel dari Dewan Legislatif Urusamnd(itusional
mengeni kemajuan penerapan dan mempublikasikarrnaf@ yang
relevan yang sesuai. CMAB juga akan terus mendgkagioman.

6.4 Otoritas publik yang relevan harus mempertingian
usaha publikasi tambahan mengenai tindakan atainglatan yang
diambil berdasarkan kebijakan masing-masing daa Eganan.

6.5 Otoritas publik yang relevan masing-masing ubar
menunjuk seorang petugas untuk mengkoordinasikanerppan

Pedoman dalam organisasi mereka. Petugas ini &katanggung
jawab mengawasi pengaturan internal guna mengkapij&kan dan

tindakan yang relevan, dan melaksanakan fungsigseldik kontak

dalam Administrasi.

Constitutional and M ainland Affairs Bureau
April 2010



Lampiran

Ketentuan Undang-Undang Diskriminasi Ras
yang Relevan dengan Penyediaan Layanan Umum

Undang-Undang Diskriminasi Ras (RDO) menetaplaras
rinci apa yang merupakan diskriminasi rasial yamgamggar hukum.

2. “‘Ras” menurut RDO didefinisikan dengan pengertras,
warna kulit, asal kebangsaan atau etnis (lihatl@BDO untuk ketentuan
hukum).

3. RDO menetapkan bahwa melakukan diskriminasiamdal
bidang-bidang tertentu, termasuk ketenagakerjaamjidikan, penyediaan
barang, fasilitas, layanan, gedung dan lingkunganmyusan pemilihan
dan penunjukan lembaga umum dan sebagainya, peagaéukait dengan
pengacara dan keanggotaan klub adalah melanggamhukMelakukan
pelecehan terhadap orang lain secara rasial (yadlakukan tindakan
yang tidak senonoh, pada situasi di mana orang padamnya akan
memperkirakan bahwa perilaku tersebut akan memimrahg lain
tersinggung, terhina atau terintimidasi) dalam bgiaidang ini juga
melanggar hukum.

4. Menurut RDO, “Diskriminasi” mencakup berikut:in

(@) Diskriminasi “Langsung”:hal ini mengacu pada kasus ketika
seseorang (“pelaku diskriminasi”) memperlakukamgrkin
(“korban”) secara kurang menyenangkan dibandingbaaha
orang lain karena ras korban (lihat pasal 4(1)@PR dan

(b) Diskriminasi “Tidak Langsung’:meskipun persyaratan atau
ketentuan yang sama diterapkan kepada semua caiapg t
memandang ras, diskriminasi “tidak langsung” daegiadi
jika perlakuan tersebut memiliki dampak merugikatau jika
perlakuan ini menyebabkan suatu kerugian yang herag
pada orang dari kelompok rasial tertentu, tetajaktiterbukti
dapat dibenarkan tanpa memandang ras (lihat pd&&gb)



dan 4(2) RDO untuk definisi hukum.)

Apakah dampak “beragam” itu menyebabkan kerugian
diputuskan dengan membandingkan proporsi orang dari
kelompok rasial yang berbeda yang dapat mematuhi

persyaratan atau ketentuan. Jika proporsi oradg paatu
kelompok rasial tertentu yang dapat mematuhi jabrlkecil
dari kelompok lainnya, persyaratan dan ketentuaselit
secara tidak langsung mungkin bersifat diskrimfn&ecuali
jlka persyaratan dan ketentuan tersebut dapat tkaunk
menjadi sarana mencapai tujuan yang logis dan meyap
hubungan yang rasional dan proporsional dengamssasa

5. “Pelecehan Rasial’didefinisikan pada pasal 7 dari RDO.
Ini mencakup, berdasarkan ras, perilaku tidak meaggkan (termasuk
pernyataan tertulis dan lisan) oleh seseorang y&agm menyebabkan
orang lain tersinggung, dipermalukan atau terirdissi, atau
melakukan tindakan yang menciptakan permusuhan katgkungan
menakutkan bagi orang lain.

6. Sejumlah fungsi pemerintahan berada di bawah sang

ditentukan berdasarkan RDO sebagaimana yang dirdadalam alinea
3 diatas. Bidang penyediaan barang, fasilitasaday dan tempat
sangat relevan dengan otoritas publik menyedialm@nian umum
utama. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalamsap 27 bahwa
layanan dari setiap departemen Pemerintah atakgsglaan oleh atau
dari Pemerintah adalah contoh dari layanan danitesisebagaimana
dimaksud dalam pasal tersebut. Akibatnya, diskrasi dengan cara
menolak menyediakan layanan kepada korban, atawlaleruntuk

menyediakan layanan dengan kualitas serupa, dec@anserupa dan
jangka waktu yang serupa terhadap korban sepertimmga dalam

hubungan dengan anggota lain dari publik, akan mgglar hukum.

7. Otoritas publik bertanggung jawab memastikalaki ada
diskriminasi atau pelecehan rasial akan terjadamiaperumusan dan
penerapan kebijakan dan tindakan mereka sesuaiadekgtentuan
hukum yang relevan. Mereka harus mengambil tindakantuk



memastikan bahwa petugas mereka sangat mengemi @kaygung
jawab hukum.

8. Nasehat hukum seharusnya dimimkaiam kasus keraguan tentang
kerangka hukum dan apakah kebijakan atau tindalkastentu akan
melanggar hukum terhadap pelecehan dan diskrinasisil.

9. Kebijakan dan tindakan yang tidak mematuhi R&dalah
pelanggaran hukum. Mereka dapat dituntut secaturhuseperti
tindakan gugatan di Pengadilan Negeri.

10. Menurut RDO, publik memiliki ruang tambahanlada
mekanisme ganti rugi dengan mengajukan pengaduanKdémisi
Persamaan Kesempatan (EOC), sebagai otoritas perrig®. EOC
diberi kepercayaan dengan fungsi dan kewenangark umnéngusahakan,
antara lain, penghapusan diskriminasi dan menikgkatkesetaraan
kesempatan dan harmoni antara orang-orang darmkelk rasial yang
berbeda secara umum. Berkenaan dengan diskrimnagsal, EOC
memiliki kewenangan menangani pengaduan tentandakismn yang
melanggar hukum, melakukan konsiliasi dan menyediabantuan
yang sesuai dengan pasal 78 dan 79 RDO, melaksanakastigasi
resmi menurut pasal 64 RDO, dan mendapatkan infeiryeng sesuai
dengan pasal 66 RDO. EOC dapat membuat rekomepdasbahan
kebijakan dan prosedur kepada otoritas publik, agkomendasi kepada
Kepala Sekretaris Administra@Chief Secretary Administratiorigrhadap
perubahan hukum atau sebaliknya, mengingat hasilnd&stigasi resmi.



